
    
       LEMBARAN DAERAH

                                                                 KOTA DEPOK

NO. 39                                                          2003                                                           SERI. C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG 

 IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai 

pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam upaya  meningkatkan 

pengembangan kepariwisataan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan 

budaya diperlukan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat 

dalam pengelolaan kepariwisataan yang meliputi pembinaan, pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui 

pemberian izin usaha pariwisata; 

b. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara          

Nomor 3040);

2. Undang …
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan  

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3470);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor  115, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara       

Nomor 3671);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3826);

10. Undang …
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10.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839);

11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

12.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara       

Nomor 3851);

13.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4279);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3110);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3658);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952);

19. Peraturan …
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4139);

21.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 

Nomor 27);

22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata 

Cara Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Lembaran Daerah   Kota 

Depok Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35.);

23.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010  (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);

24.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah   Kota Depok 

Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);

25.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33.);

26.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok  Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan …
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA 

PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota 

yang berwenang dibidang usaha pariwisata dan mendapat 

pendelegasian wewenang dari Walikota.

6. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang 

sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 

usaha lainnya.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati objek dan daya tarik wisata.

8. Wisatawan …

http://www.bphn.go.id/


